
2 Undang-Undang Nomer 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara
Nomor 3890);

1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom
di Propinsi Irian Sarat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 2907);

Mengingat
I

"'_

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b,
maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan Satuan
Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Sarat
guna mencapai dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, maka
perlu ditetapkan rincian tugas dan tata kerja Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata;

.'

a bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah Provinsi Papua Barat telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Nomer 4 Tahun 2009 dan diundangkan dalam Lembaran
Daerah Provinsi Papua Sarat Nornor 34;

Menimbang

GUBERNUR PAPUA BARAT,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI PAPUA BARAT

TENTANG

NOMOR 11 TAHUN 2009

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

GUBERNUR PAPUA BARAT



7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
KabupatenJKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambanan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara R6publik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Menteri Da!am Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

10 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009
tentang Organisasi Tata Kerja Oinas-Oinas Daerah Provinsi
Papua Barat;

5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeritahan Daerah
(Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2005
Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia
Nomor 4593);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara
Repub!ik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang­
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844)

:3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provmsi Papua (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tarnbahan Lembaran Negara
Repub!ik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tanun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua rnenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4884 )



Pasal2
Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dart
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat:

SUSUNAN ORGANISASI

Baqian Kesatu

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

RINCIAN TUGAS

B A B II

J

Pasal 1

Oalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan .
1 Provinsi adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat;

I3. Gubernur ada!ah Gubernur Papua Barat:
4. Sekretaris Daerah ada!ah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
5 Rincian tuqas adalah sekumpu!an pekerjaan tertentu yang diserahkan kepada unit

tertentu untuk dilaksanakan oleh para pemangku jabatan sesuai dengan batas-batas
kewenangan jabatan yang dimilikinya.

G. Tata Kerja ada!ah rangkaian pekerjaan yang tersusun secara sisternatis, tahap demi
tahap sebagai pedoman pe!aksanaan kerja yang harus ditempuh dalam rangka
penye!esaian setiap pekerjaan.

7 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Oinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Papua Barat.

8 Satuan Kerja ada!ah perangkat daerah yang berada di lingkungan Pemerintah
Provinsi Papua Barat

9. Unit Keqa adalah bagian dari satuan kerja Perangkat Daerah yang me!aksanakan
tugas tertentu Perangkat Daerah.

10 Kelompok Jabatan Fungsiona! ada!ah ke!ompok jabatan-jabatan yang didasarkan
pada keahlian dan atau keterampilan, yang diperlukan dalarn pelaksanaan tugas
unit kerja:

11.UPTD ada!ah Unsur pe!aksana tugas teknis pada Dinas yang melaksanakan
sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang
rnempunyai wilayah kerja satu atau beberap~Kabupaten/Kota

KETENTUAN UMUM

BAB I

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN TATA
KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PAR!W!SATA.
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Pasal3
( 1) Kepa!a Oinas Kebudayaan dan Pariwisata rnernpunyai rincian tugas sebagai berikut

a. menetapkan rencana dan program kerja:
b. menyusun rencana strategis Oinas Kebudayaan dan Pariwisata;
c. menyelenggarakan koordinasi perumusan penetapan kebijakan teknis

penyelenggaraan pernerintahan dan pembangunan di bidang Kebudayaan dan
Pariwisata:

d. rnengkoordinasikan kegiatan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata dengan
rnstansi/lernbaqa terkait untuk rnendapatkan kesamaan persepsi agar terjalin
kerjasarna dalam pelaksanaan tugas;

e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama dalarn pelaksanaan tugas;
f. rnendrstribus.kan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
9 mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan

tugas dapat oerjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang telah
ditetapkan,

h membina bawanan untuk meningkatkan kua!itas dan kemampuannya dalam
rne!aksanakan tugas;
mengevaluasi hasi! pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan
karier yang bersangkutan diantaranya memberi penilaian OP3;
melaksanakan pernbinaan umum di bidang Kebudayaan dan Pariwisata di
wilayah Papua Barat berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan dalam
Peraturan Perundang-undangan dan kondisi obyektif daerah untuk
rneningkatkan kemajuan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;

k rnerneriksa, mempebaiki dan menandatangani, menetapkan surat-surat laporan,
izin. rekomendasi dan naskah dinas lainnya yang diproses oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya;

l mengikuti rapat, pertemuan, seminar, dengar pendapat dan sidanq DPRD
Provinsi Papua Barat untuk rnemberikar. tanggapan atau penjelasan mengenai
perkembangan pembangunan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;

rn mengajukan saran dan pertimbangan kepada Gu~nur Papua Barat yang
menyangkut kebijaksanaan teknis di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata sesuai
dengan permasalahan untuk mendapat keputusan:

n. mernbuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Papua Barat secara
periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

KEPALA DINAS

Paragraf 1

c Bidang Kerjasarna dan Peran Serta Masyarakat·
I 'd. Bidanq Kebudayaan:

e Bidang Pariwisata;
t Bidang Kesenian:
g. Ke!ompok Jabatan Funqstonal:
h Unit Pelaksana Teknis Oinas (UPTO)
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(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris
mempunyai rincian tugas sebagai berikut ..
a menyusun rencana dan program kerja;
b menqurnpulkan dan menganalisis data, melaksanakan pembinaan dan

koordinasi kegiatan Sub Bagian di lingkungan Sekretariat agar terjalin
kerjasama dalam pelaksanaan tugas;

c mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian di !ingkungan Sekretaraiat sesuai
dengan bidang tugasnya;

d member! petunjuk dan arahan kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan
Sekretariat;

e mengevaluasi hasil kerja Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sebagai
bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi penilaian
DP3,

f memeriksa dan memberi catatan pada naskah dinas masuk dan memberi paraf
pengaman atas naskah dinas keluar sesuai dengan permasalahannya dan
prosedur yang telah ditetapkan;

g. membuat te!aahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
h merneriks a dan membetulkan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan

penyusunan rencana dan program, keuangan, kepegawaian dan umum untuk
diajukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariw~ata;

L melaksanakan koordinasi dengan unit-unit kerja di !ingkungan Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata:

J. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja
dar. perencanaan keuanqan, kepegawaian dan umum untuk mendapatkan
masukan dalam penyusunan rencana dan program selanjutnya:

k melaporkan hasil pe!aksanaan tugas kepada KepaJa Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;

L melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal4
(1) Sekretaris mempunyai fungsi menyusun rencana dan program kerja, melakukan

pembinaan ketatausahaan, urnurn, kepegawaian, keuanqan. membagi tugas,
memberi petunjuk, mengarahkan, mengendalikan, mengkordinasikan, memeriksa,
rnernantau. mengevaluasi serta melaporkan hasil pe!aksanaan tugas kepada Kepala
Dinas Kebudayan dan Pariwisata

SEKRET ARIA T

Paragraf 2

(2) Kepala Drnas Kebudayaan dan Pariwisata sebagairnana dimaksud pada ayat (1),
membawahkan :
a. Sekretariat,
b. Bidang Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat;
c Bidang Kebudayaan;
d. Bidang Pariwisata:
e Bidang Kesenian;
f Kelompok Jabatan Funqsional.
9 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
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(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut '.
a. menyusun langkah-Iangkah kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

berdasarkan program Sekretariat yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
b. membagi tugas dan rnernberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub

Baqian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya;
c. merneriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan di tingkungan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian berdasarkan petunjuk dan kriteria yang telah
ditetapkan;

d. mengevaluasi hasil kerja bawahan di !ingkungan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya
mernberi peni!aian DP3:

e. mengarahkan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan permasalahannya;
f mengonsep surat dan naskah lainnya yang berhubungan dengan urusan umum

dan kepegawaian sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku untuk
diajukan kepada atasan,

g. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
h. menyusun jadwal protokoler pada acara-acara tertentu seperti rapat dinas

kunjunqan tamu dan mengkonsultasikan dengan Sekretaris untuk mendapat
persetujuan;

I. me!aksanaka'l pengadaan dan perneliharaan barang kebutuhan dinas sesuai
dengan data dan peraturan perundang-undangan yan~"'berlaku untuk ke!ancaran
pelaksanaan kegiatan;

J. melaksanakan urusan umum dan kepegawaian sesuai dengan data dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku; . , . .

k memfasifitasi operasional Dinas Kebudayaan dan Panwisata ProVInSI Papua
Barat sesuai dengan data peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas; " .

L melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris secara periodik sebaqai
bahan pertanggungjawaban;

m melaksanakan tugas lain yang diberikan olen atasan

Pasal5
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi menyusun kegiatan,

membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa, mengevaluasi hasil kerja bawahan
dan me!akukan koordinasi. mengarahkan surat masuk dan ke!uar, menyusun jadwa!
protokoler. membuat telaahan stat, me!aksanakan pengadaan dan pemeliharaan
barang, mengatur ke!ancaran tugas operasional, melaksanakan urusan
kepegawaian serta melaporkan basil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris
berdasarkan ketentuan yang berlaku.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Paragraf 3

(3) Sekretariat sebaqairnana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
a Sub 8agian Umum dan Kepegawaian:
b. Sub Baqian Keuanqan.
c. Sub Bagian Perencanaan

.....
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Pasal7
(1) Sub Baqian Perencanaan rnempunyai fungsi menyusun !angk~h-la!1gkah kegiatan

membagi tugas, mernberi petunjuk, memeriksa, monqevaluasi kerja bawahn dan
rnengonsep surat, membuat telaahan staf serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas
kepada sekretaris berdasarkan ketentuan yang bertaku.

SUB BAGIAN PERENCANAAN

Paragraf 5

J. memantau pelaksanaan pengelolaan anggaran Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata sesuai dengan alokasi dana dan ketentuan yang berlaku;

k melaksanakan koordinasi dengan unit terkait untuk menyiapkan dokumen
penggunaan keuangan dinas secara tertib, lengkap dan transparan untuk
menjamin sistem penatausahaan keuangan yang akuntabel:

l. me!aporkan basil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris secara periodik sebagai
bahan pertanggungjawaban;

In melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

atasan;

(2) Untuk 'melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. menyusun langkah-langkah kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan

program Sekretariat yang telah ditetapkan sebagai pedornan kerja;
b membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub

Bagian Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya;
c. memeriksa dan rnenqoreksi hasil kerja bawahan d: lingkungan Sub Bagian

Keuangan berdasarkan petunjuk dan kriteria yang te!ah ditetapkan;
d. mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sebagai

bahan pembinaan karier yang bersanqkutan diantaranya memberi penilaian
DP3;

e. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata:

f. mencerrnati dokumen permintaan pembayaran sesuai dengan kebutuhan
berdasarkan dokumen anggaran yang tersedia untuk diajukan kepada atasan;

g. melaksanakan verifikasi anggman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai
dengan data dan ketentuan yang berlaku.

h. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tuqasnya:
L mengonsep surat dan naskah dinas lainnya yang berhubungan dengan

pengelolaan anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk diajukan kepada

Pasal6
(1) Sub 8agian Keuangan mempunyai fungsi menyusun kegiatan kegiatan, membagi

tugas, memberi petunjuk, rnemeriksa, mengevaluasi kerja bawahan dan mengonsep
surat, mengelola anggaran, melakukan verifikasi anggaran, memantau, membuat
telaahan staf serta melaporkan hasil pe!aksanaan tugas kepada Sekretaris
berdasarkan ketentuan yang berlaku

SUB BAGIAN KEUANGAN

Paragraf 4
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(2) Untuk melaksanakan fungsi scbaqaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Kerjasarna dan Peran Serta Masyarakat rnempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a_ menyusun rencana dan program kerja;
b mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Seksi di lingkungan 8idang

Kerjasarna dan Peran Serta Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
c. rnemberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tuqas-kepada Kepala Seksi di

lingkungan Bidang Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat;
d. menqevaluasi hasi! kerja Kepa!a Seksi di !ingkungan 8idang Kerjasama dan

Peran Serta Masyarakat sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan
diantaranya memberi peni!aian DP3;

e mengkoordinasikan kegiatan pernbinaan dan pengembangan kerjasama dan
peran serta masyarakat dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata;

f. melakukan pembinaan teknis operasional kepada Kepala Seksi di ,Hngkungan
Bi~ang Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat berdasarkan keblJa~an ~ang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan program kerja Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal8
(1.)Bidang Keqasarna dan Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi menyusun

rencana dan program kerja. mengkoordinasikan kegiatan, melakukan pembinaan
teknis operasionat mernantau, mengendalikan pelaksanaan di bidang Kerjasama
dan Peran Serta Masyarakat serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Drnas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BIDANG KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASY ARAKAT

Paragraf 6

(2) Untuk melaksanakan funqs: sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub 8agian
Perencanaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a menyusun langkah-Iangkah kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan

program Sekretariat yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub

Baqian Perencanaan sesuai bidang tugasnya ;
c memeriksa dan mengoreksi hasit kerja bawahan di lingkungan Sub 8agian

Perencanaan berdasarkan petunjuk dan kriteria yang telah ditetapkan;
d. mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub 8agian Perencanaan

sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi
penilaian DP3;

e me!akukan konsultasi dan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata,

f. membuat telaahan staf tentang masalah-masaiah yang berkaitan dengan
program Sub Bagian Perencanaan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk
diajukan kepada atasan dalam rangka pengambilan keputusan;

g. mengonsep surat dan naskah dinas fainnya yang berhubungan dengan Sub
Bagian Perencanaan untuk diajukan kepada atasan:

h. membuat laporan basil evaluasi terhadap program kegiatan yang te!ah
dilaksanakan:

L melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris secara periodik sebagai
bahan pertanqqunqjawaban:

J melaksanakan tugas lain yang diberikan o!eh atasan
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(2) Untuk me!aksanakan Iunqsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Perencanaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a menyusun !angkah-!angkah kegiatan Seksi Peningkatan Kerjasama berdasarkan

program yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
b melakukan pendataan terhadap potensi dan peningkatan kerjasama sebagai

bahan penyusunan program kerja:
c. mengolah dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Peningkatan

Keriasarna
d menqkonsultasikan program kerja kepada Kepala 8idang Kerjasarna dan Peran

Serta Masyarakat;
e memfasilitasi pemberian ijin di bidang peningkatan kerjasama:
f. menqanalisis data pe!aksanaan kegiatan pembinaan pengembangan

peningkatan kerjasarna: ......
9 rnelaksanakan kegiatan pembinaan peningkatan kerjasama,
h rnelakukan kerja sama dengan instansi terkait dalarn rangka pembinaan

peningkatan kerjasama;
memberi telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

J. menyusun petunjuk-petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pengembangan
peningkatan kerjasama:

k menyusun rencana teknis operasional peningkatan kerjasama; ,..
l. menyiapkan data dan Informasi secara lengkap sebagai bahan, koordH:asl bagl

organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait:

Pasal9
{·1)Sekst Perunqkatan Kerjasama mempunyai fungsi rnenqanalisis dan melaksanakan

pernbinaan teknis. penyusunan program, penyiapan pedoman pengembangan
perunqkatan kerjasama.

SEKSI PENINGKA TAN KERJASAMA

Paragraf 7

(3) Bidang Kerja Sarna dan Peran Serta Masyarakat sebagairnana dimaksud pada ayat
(1). mernbawahkan .
a Seksi Peningkatan Kerjasarna:
b. Seks: Pernberdayaan Peran Serta Masyarakat:
c Seksi Pernbinaan Even Pariwisata.

g. mernberi pertirnbanqan teknis pe!aksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya
kepada atasan:

h. mernantau dan menqendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan
penqernbanqan kerjasama dan peran serta Kerjasama dan Peran Serta
Masyarakat sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja;

1 rnembuat telaahan stat untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
I rnenqoreksidan mernberi paraf koordinasi atas naskah dinas yang dikelola di

lmgkungan Bidang Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat untuk diajukan
kepada atasan;

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepa!a Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;

I. me!aksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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(2) Untuk melaksanakan Iunqsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pernberdayaan Peran Serta Masvarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a menyusun rencana dan program kerja;
b menganalisis data pelaksanaan kegiatan pembinaan pengembangan

pemberdayaan peran serta rnasvarakat:
c. melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan

pemberdayaan serta serta rnasyarakat:
d. menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pembinaan pemberdayaan

peran serta masyarakat;
e. menyiapkan data dan Informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi

organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
f menyusun pedoman dan petunjuk teknis untuk kepentingan pengembangan

Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat:
g. menyusun rencana dan langkah-Iangkah pembinaan pemberdayaan peran serta

masyarakat;
h. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas;
!. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
J. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pernbinsan dan pengembangan

karier diantaranya mernberi penilaian DP3;
k membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
L mernberi bimbingan teknis kepada bawahan Seksi Pemberdayaan Peran Serta

Masyarakat,
m melakukan kerjasama dengan Seksi Peningkatan Kerjasama dan Seksi Even

Pariwisata;
n. menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Kerj~sama dan

Peran Serta Masyarakat secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
p melaksanakan tugas lain yang diberikan o!eh atasan

Pasal 10
(1) Seksi Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi menganalisis dan

me!aksanakan pembinaan teknis penyusunan program pembinaan dan
pengE!mbangan program Seksi Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat.

SEKSI PEMBERDA YAAN PERAN SERTA MASY ARAKAT

Paragraf 8

rn menvusun rencana dan langkatl-!angkah pembinaan peningkatan kerjasama;
n mernbaqi tuqas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas;
o mernberi petuniuk kepaoa bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
p rnenilai prestasi kerja bawahan sebagai nahan pembinaan dan pengembangan

Kaner diantaranva memberi pentlaian DP3;
q memberi bimbinqan teknis kepada bawahan Seksi Peningkatan Kerjasarna;

rnelakukan keqasama dengan Seksi Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat
dan Seksi Even Pariwisata;

s menyusun laporan Seksi berdasarkan hasf yang telah dicapai sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

l. melaporkan hastl pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Kerjasama dan
Peran Serta Masyarakat secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;

u melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
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Pasal12
('1) Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi menyusun rencana da~ program kerja,

rnengkoordinasikan kegiatan. melakukan pembinaan teknis operasional, memantau,
mengendalikan pelaksanaan di bidang Kebudayaan se~a, r:nelaporkan has II
pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan r ariwisata berdasarkan
ketentuan yang berlaku

BIDANG KEBUOA YAAN

Paragraf 10

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pembinaan Even Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. menyusun rencana dan program kerja;
b. rnenqanalisis data pelaksanaan kegiatan pembinaan pengembangan pembinaan

even pariwisata;
c melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan

pernbinaan even pariwisata;
d menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembinaan even

pariwisata;
. e. rnenviapkan data dan intorrnasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi

organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
f. menyusun pedoman dan petunjuk teknis untuk kepentingan pengembangan

pembinaan even pariwisata;
g. menyusun rencana dan !angkah-Iangkah pembinaan pembinaan even

pariwisata;
h. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas;

rnernberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
J. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan

karier diantaranya memberi peni!aian DP3;
k. membuat tetaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
I memberi bimbingan teknis kepada bawahan Seksi Pembinaan Even Pariwisata;
m rne!akukan kerjasama dengan Seksi Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat

Seksi Peningkatan Kerjasama;
n menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
o. melaporkan hasi! pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Kerjasama dan

Peran Serta Masyarakat secara periodlk sebagai bahan pertanggungjawaban;
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

dan
dan

menganalisis
pembinaan

Pasal11
(1) Seksi Pembinaan Even Pariwisata mempunyai fungsi

melaksanakan pembinaan teknis penyusunan program
pengembangan prograrn Seksi Pembinaan Even Pariwisata.

I

SEKSI PEMBINAAN EVEN PARIWISATA

Paragraf 9
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(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pelestarian Budaya, Permuseuman dan Kepurbakalaafl""mempunyai rincian tugas
sebagai berikut .
a menyusun rencana dan program kerja,
b. menganalisis data pelaksanaan kegiatan pembinaan pengembangan

pelestarian budaya, permuseuman dan kepurbakalaan;
c. melaksanakan kegiatan pembinaan pelestarian budaya, permuseuman dan

Ikepurbakalaan; .
d. rnelakukan kerja sarna dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan

pelestarian budaya, permuseuman dan kepurbakalaan;
e. menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan pelestarian budaya,

permuseurnan dan kepurbakalaan;

Pasal13
(1) Seksi Pelestarian Budaya. Permuseuman dan Kepurbakalaan mempunyai fungsi

rnenqanalisis dan melaksanakan pembinaan teknis. penyusunan program,
penyiapan pedoman pengembangan Seksi Pelestarian Budaya, Permuseuman dan
Kepurbakalaan

SEKS! PELESTARIAN BUDAYA, PERMUSEUMANDAN KEPUR8AKALAAN

Paragraf 11

(3) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
a. Seksi Pelestarian Budaya, Permuseuman dan Kepurbakalaan:
b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keraqarnan Budaya.

(2) Untuk me!aksanakan fungsi sebaqaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Kebudayaan rnernpunva: rincian tugas sebagai berikut :
3. menyusun rencana dim program kerja:
b. mengumpulkan dan mengana!isis data kegiatan Seksi di !ingkungan Bidang

Kebudayaan sesuai dengan bidanq tugasnya masing-masing;
c rnemberi petunjuk dan arahan kepada Kepa!a Seksi di lingkungan Bidang

Kebudayaan untuk memperoleh hasil kerja yang maksirnal:
d. rnenqevaluasi hasi! kerja Kepala Seksi di lingkungan Bidang Kebudayaan

sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi
penitaian DP3;

e mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan kebudayaan
dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

f. melakukan pembinaan teknis operasional di Bidang Kebudayaan berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan program
kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

g. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
h. memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang kebudayaan

sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja;
!. mengoreksi dan memberi paraf koordinasi atas naskah dinas yang dikelola di

lingkungan Bidang Kebudayaan untuk diajukan kepada atasan:
J melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepa!a Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
k me\aksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Perr.binaan dan Pengembangan Keragaman Budaya mernpunyai rincian tugas
sebaqai berikut ..
a. rnenyusun rencana dan program kerja:
b. rnenyusun rencana sarana dan prasarana pernbinaan dan pengembangan

keragarnan budaya.
c. menganalisis data pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengernbangan

keragarnan budaya:
d. memtasilitasi pemberian ijin pembinaan dan pengernbangan keragaman

budaya,
e. rnelaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan keragaman budaya;
f. rnelakukan kerja sarna dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan

pengernbangan keragaman budaya;
g. menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan

pengernbangan keragaman budaya; . . .
h menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan. koordl~aS! bag!

orqanrsasi pernerintah dan swasta yang mernpunyai program k~fja terkait; .
I. menvusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan keglatan pernbinaan

dan pengembangan keragaman budaya;
1 rnenyusun rencana dan langkah-Iangkah pembinaan dan pengembangan

keragarnan budaya:
k. mernberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
L rnerulai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengernbangan

karier diantaranya memberi penilaian DP3;

Pasal 14
{1) Seks: Pernbmaan dan Pengembangan Keragaman Budaya mempunyai fungsi

menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis penyusunan program
pembinaan dan pengembangan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keragaman
Budaya

SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN BUDAY A

Paragraf 12

I. menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
orqarusasi pemenntah dan swasta yang mempunyai program ker]a terkait;

g. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan
pengembangan bidang pelestarian budaya, permuseuman dan kepurbaka!aan;

h menyusun rencana dan langkah-Iangkah pembinaan pelestarian budaya,
permuseuman dan kepurbakalaan.

I. mernberi petunjuk kepada bawahan untuk ke!ancaran pelaksanaan tugas;
) menitai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan

karier diantaranya memberi penilaian DP3;
k mernbuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
!. memberi bimbingan teknis kepada bawahan Seksi Pe!estarian Budaya,

Permuseuman dan Kepurbakalaan ;
m melakukan kerjasama dengan Seksi Pembinaan dan Pengembangan

Keragaman Budaya;
n menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
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(2) Untuk rne!aksanakan fungsi sebaqairnana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a menyusun rencana dan program kerja;
b mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Seksi di Iingkungan Bidang

Pariwisata sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
c. memben petunjuk dan araban kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang

Pariwisata untuk memperoleh hasil kerjasama maksimal;
d. mengevaluasi hasil kerja Kepala Seksi di lingkungan 8idang Pariwisata sebagai

bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi penialian
OP3:

e mengkoordinasikan 'kegiatan pembinaan dan pengembangan pariwisata dengan
unit-unu kerja di !ingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

f. melakukan pembinaan teknis operasional pengembangan pariwisata
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
dan program kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata:

9 membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;.
h. memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang Pariwisata

sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja;
L mengkoordinasikan dengan Oinas terkait dalam rangka pengembangan

pariwisata: .
J. rnenqoreksi dan memberi paraf koordinasi atas nas~h dinas yang dikelola di

lingkungan Bidang Pariwisata untuk diajukan kepada atasan;
k melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
! melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), m~n:bawahkan :
a. Seksi Pernasaran. Promosi dan Usaha Sarana Jasa Pariwisata;
b Seksi Pengernbangan Obyek dan Oaya Tarik Wisata.

Pasal15
(1) Bidang Pariwisata rnernpunyai fungsi menyusun rencana dan program kerja,

mengkoordinasikan kegiatan, me!akukan pernbinaan teknis operasional. memantau,
mengendalikan pelaksanaan di bidang Pariwisata serta me!aporkan hasil
pelakyanaan tugas kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan
ketentuan yang berlaku.

BIDANG PARIWISATA

Paragraf 13

m membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
n memben birnbinqan teknis kepada bawahan Seksi Pembinaan dan

Pengembangan Keragaman Budaya;
o me!akukan kerjasarna dengan Seksi Pelestarian Budaya, Permuseuman dan

Kepurbakalaan
p menyusun !aporan Seksi berdasarkan hasi! yang telah dicapai sebagai

pertanqqunqjawaban pelaksanaan tugas;
q me!aksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 17
(1) Seksi Pengembangan Obyek dan Oaya Tank Wisata mempunyai fungsi

menganalisis dan rnelaksanakan pembinaan teknis penyusunan program,
penyiapan pedoman pengembangan Seksi Pengembangan Obyek dan Oaya Tank

Wisata

SEKSI PENGEMBANGAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA

Paragraf 15

m. menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

n melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Wisata:

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Seksi
Pernasaran, Promosi dan Usaha Sarana Jasa Pariwisata mempunyai rincian
tugas sebaqai berikut '
a, menyusun rencana dan program kerja;
b melaksanakan kegiatan pembinaan pemasaran, prornosi dan usaha sarana jasa

pariwisata:
c menqanalisis data pelaksanaan pemasaran, prornosi dan usaha sarana jasa

pariwisata:
d. melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pernasaran,

prornosi dan usaha sarana jasa pariwisata ;
e, menyusun renc:ana kerja dan pelaksanaan kegiatan pembinaan pemasaran,

prornosi dan usaha sarana jasa panwisata;
I. menyiapkan data dan inforrnasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi

organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
q membuat te!aahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
h menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan

pengembangan pemasaran, promosi dan usaha sarana jasa pariwisata;
L menyusun rencana dan langkah-Iangkah pembinaan pemasaran, promosi dan

usaha sarana jasa pariwisata;
J. memberi petunjuk kepada bawahan untuk ke!ancaran pelaksanaan tugas;
k rnenilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan

karier diantaranya memberi penilaian OP3;
I. melakukan kerjasarna dengan Seksi Pengembangan Obyek dan Oaya Tarik

_'

Pasal16
(1) Seksi Pernasaran, Prornosi dan Usaha Sarana Jasa Pariwisata mempunyai fungsi

menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan program,
penyiapan pedornan pengembangan Seksi Pernasaran, Promosi dan Usaha Sarana
Jasa Pariwisata.

SEKSI PEMASARAN, PROMOSI DAN USAHA SARANA JASA PARIWISATA

Paragraf 14
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Pasal 18
(1) Bidanq Kesenian mempunyai fungsi menyusun rencana dan program kerja,

rnengkoordinasikan kegiatan, rnelakukan pembinaan teknis operasional, memantau,
menqendalikan pelaksanaan tugas di bidang Kesenian serta melaporkan hast!
pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan
ketentuan yang berlaku

(2) Untuk rnelaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesenian
, , mempunya! rincian tuqas sebagai berikut • .,.~

a. rnenyusun rencana dan program kerja: . .
b. rn'engumpu!kan dan menganalisis data kegiatan Se~s! di lingkungan Bidang

Kesenian sesuai dengan bidang tugasnya masmq-rnasmq;
c. memberi petunjuk dan arahan kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang

Kesenian untuk memperoleh hasil kerjasama maksirnal, . . .
d. mengevaillasi hasil kerja Kepala Seksi di lingkungan B!dan~l KeseD~~~ sebaqai

bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya peru alan . <

e. mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan. Keseman dengan
unit-unit kerja di lingkllngan Dinas Kebudayaan dan PanWlsata,

BIDANG KESENIAN

Paragraf 16

(2) Untuk rnelaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pengernbangan Obyek dan Daya Tarik VVisata mempunyai rincian tugas sebagai
berikut •
a menyusun rencana dan program kerja:
b rnenqanalisis data pelaksanaan kegiatan pernbinaan pengembangan obyek dan

daya tarik wisata,
c melaksanakan kegiatan pernbinaan pengembangan obyek dan daya tarik

wisata:
d. rnelakukan kerja sarna dengan instansi terkait da!arn rangka pembinaan

pengembangan obyek dan daya tarik wisata,
e menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pembinaan pengembangan

obyek dan daya tarik wisata;
f. rnenyiapkan data dan inforrnasi secara !engkap sebaqai bahan koordinasi bagi

organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
g. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan

pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
h. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas;
!. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan

karier diantaranya memberi penilaian DP3;
J. rnemberi bimbingan teknis kepada Seksi Pengembangan Obyek dan Oaya

Tarik Wisata;
k rnembuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
l. melakukan kerjasama dengan Seksi Pemasaran, Promosi dan Usaha Sarana

.Jasa Pariwisata:
m rnenyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai

pertanqqunqjawaban pelaksanaan tugas;
n melaksanakan tuqas lain yang diberikan olen atasan.
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(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pelestarian Kesenian Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. menyusun rencana dan program kerja,
b. menganalisis data pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan

pelestarian kesenian daerah;
c. melaksanakan kegiatan pembinaan pelestarian kesenian daerah;
d. menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pembinaan pelestarian

kesenian daerah;
e. menyiapkan data dan informasi secara !engkap sebagai bahan koordinasi bagi

organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
f. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan

pengembangan pelestarian kesenian daerah;
g. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
h. rnernbaqi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas;
I. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pe!aksanaan tuqas:
J. rnenilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan

Kaner diantaranya memberi penilaian DP3; ..
k melakukan keqasama dengan Seksi Kreasi Seni;
L menyusun !aporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tuqas:
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19
(1) Seksi Pelestarian Kesenian Daerah rnernpunyai fungsi menganalisis dan

melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan program, penyiapan pedoman
pengembangan Seksi Pelestarian Kesenian Daerah.

SEKSI PELESTARIAN KESENIAN DAERAH

Paragraf 17

(3) Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
a Seksi Pelestarian Kesenian Daerah;
b Seksi Kreasi Seni

f memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di Bidang kesenian I

sebaqai bahan penyusunan rencana dan program kerja;
g. membuat telaahan stat untuk diajukan kepada atasan sesua bidang tugasnya;
h. menqoreksi dan member: paraf koordinasi atas naskah dinas yang dikelola di

hngkungan Bidanq Kesenian untuk diajukan kepada atasan;
c. metaporkan hasit pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,
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Pasal21
(1') Kelompok Jabatan Fungsional rnernpunyat tugas memb~ntu pim~inan dan

melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ProVlf1SIPapua
Barat sesuai dengan keahlian yang dirnilikinya berdasarkan peraturan perundang-

"' .....undanqan yang berlaku;

(2) Kelompok Jabatan Fungsiona! dapat dibagi dalam Sub Kelompok sesuai dengan
kebutuhan dan keahliannya masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga
tungsional senior.

(3) Kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal ini
ditentukan berdasarkan sifat. jenis dan beban kerja.

KELOMPOK JABA TAN FUNGSIONAL

Bagian Kedua
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(2.) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kreasi
Seni mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a menyusun rencana dan program kerja:
b. menqanatisis data pelaksanaan keqiatan kreasi seni,
c melaksanakan kegiatan kreasi seni:
d melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan kreasi

sefni:
menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Seksi Kreasi Seni;
menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenqqaraan kegiatan kreasi seni;
menyusun rencana dan langkah-Iangkah pembinaan pengembangan kreasi
sent;
membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tuqas;
memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
kaner diantaranya memberi penilaian DP3;
rnembuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
melakukan kerjasama dengan Seksi Pelestarian Kesenian Daerah;
menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal20
(1) Seksi Kreasi Seni mempunyai fungsi menganalisis dan me!aksanakan pernbinaan

teknis penyusunan program, penyiapan pedoman pengembangan Seksi Kreasi
Seni

SEKSI KREASI SENI

Paragraf 18



Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat bertanggung jawab
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

, 19

Pasal 27

Secara hierarkis, setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Papua Barat wajib menyampaikan laporan tepat pada waktunya
sesuai dengan bidanq tugasnya kepada atasannya.

Pasal26

Kepala Dinas dan atau pimpinan unit kerja di tingkungan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Papua Barat dapat mengadakan hubungan kerja secara fungsional
dengan satuan kerja, unit dan instansi terkait. ......

Pasal25

(3) Dalarn rangka menjamin kelancaran tugas, setiap bawahan dapat memberikan
saran pertimbanqan kepada atasannya.

(2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
Papua Barat bertanggungjawab mernimpin, rnernbimbing, rnengarahkan,

.... rnengawasi dan rnengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.

(1) Secara pericdik. Kepata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat
dan atau pirnpinan unit kerja di lingkungan Oinas dapat mengadakan rapat dalam
rangka rnengkornunikasikan pelaksanaan kerja kepada bawahannya.

Pasal24

(2) Setiap bawahan wajib rnelaksanakan pekerjaan yang diterimanya dengan penuh
langgung jawab.

Pasal 23
(1) Setiap pirnpinan unit Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat

berkewajiban mendrstribusikan pekerjaannya kepada bawahan secara proporsionaL

(3) Setiap unit kerja di lingkungan Oinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi papua
Barat wajib membuat rencana kerja yang mengacu pada rencana Dinas.

(1) harus berpedoman kepada
transparan, partisipatif serta

(2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat
Rencana Strategis Daerah dan bersifat
mernpertirnbangkan keterbatasan sumber daya.

Pasal22
(1) Dinas Kebudayaan dan Pariwiswata Provinsi Papua Barat wajib merniliki rencana

strategis dan rencana opersaional yang terintegrasi secara sinergis dengan rencana
unit kerja lainnya

TATAKERJA

BAB III
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Sallna!l Peraturan 1111 orsampaixan Kepada Ylh
Menten Dalarn Neoefl dl Jakarta.

;Z Menten ~egara P~~'dayagunaan Aparatur Negara di Jakarta,
J Ketua OPRO Provms: Papua Barat, . ;.>~.

4 Para Kepa!a Perangkal Daerah dl ltngkungan Pemerintah ProVIflSIPapua Barat.

AL A. RAZAK, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 640011 159

Untuksatinan yang sah sesuat astinya.

a.n. SEKRETARlS DAER :fiPROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA Bt UM DAN ORGANISASI,".

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 91

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

GEORGE CELCIUS AUPARAY

Oiundangkan di Manokwari
pada tangga! 17 Maret 2009

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 16 Maret 2009

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur
ini dengan penempatannya dalarn Berita Oaerah Provinsi Papua Barat.

Pasa! 28
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tangga! diundangkan

KETENTUAN PENUTUP

BAB IV
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